LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Hi

NOMOR 3 TAHUN 2007 EBI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUNEDANG
NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa kedudukan protokoler dan rhgama pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedagigh t
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samddamor 4
Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PeratDeserah
Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2006;

b  bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kiri@ewan Perwakilan
Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan PemeNotalor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rerd@emerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Kauangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dasedtagaimana
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peratusanefintah Nomor
37 Tahun 2006, untuk penyesuaian penganggaranngka ieraturan
Daerah tersebut perlu diubah dan disesuaikan;



Mengingat

C.

1.

bahva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksdhpeadf a
dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan péab&edua kalinya
atas peraturan tersebut dengan Peraturan Daerah,;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19%flatey Pemerintahan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negahun 1950);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Robt¢Lembaran
Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaramrsdgomor
3363);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang étenggara Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nispte (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaramarsdgomor

3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kgam Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahanbaen
Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang r&umsudan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewanrwd@an
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perarakitakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, &harb
Lembaran Negara Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PRddieraan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambaharbasn Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Betakan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004oiN&3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara @ramiNegara
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara N4#gf));

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retakan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahanbaem
Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengdang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan ripéhe
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tenRergbahan
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangefeathan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Ta2Q0b
Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanignBangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerafb@ran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Né438);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 199Cartgnt Ketentuan
Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara data
Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 NomoiT &Mbahan
Lembaran Negara Nomor 3432);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004angntKedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DeRerwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Noi®of &nbahan
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah ldiubauk yang
kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomof&wn 2005
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan aemiNegara
Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004arigntPedoman
Penyusunan Peraturan Tatarflo Dewan Perwakilan Rakyat Daer
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan aemtNegara
Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan PanaRemerintah
Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 dxdi80,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005angntPengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 NdMOr
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005angnt Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PensrirDaerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahanbaen
Negara Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tal2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nom@hunT2000 tentang
Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peralegamnah

Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000NbnSeri

D.1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nombal@é 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaesrah
Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);



Menetapk :
an

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nom@hdnT2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan étag@ewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang (&embDaerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) aghaga telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedangr\2 Tahun
2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Dan
BUPATI SUMEDANG,
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PERUBAHAN KEDUA  ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kadyup&timedang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Kanangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daéfahupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 $sgliagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten daungeNomor 2
Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Bediubah,
sebagai berikut:

1. Diantara angka 21 dan angka 22 Pasal 1 diaisig (dua) angka
yakni angka 21a dan angka 21b sehingga berbunggséberikut :

“Pasal 1



